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.. TENTANG , ,,

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT WALI NAGARI

KA.MBANG TIMUR KtrCAMATAN LBNGAYANG

Menimbang : a.

C.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa masa jabatan Penjabat wali Nagari Kambang Timur

Kecamatan Lengayang telah berakhir pada tanggal 11 M.T:t

2O2O dan unturiL.tlu""Va Administrasi Pemerintahan dan tidak

terjadinya kekosongan kepemimpinan dan kevakuman tugas-

tUg". pemerintahan" Nagari, perlu memperpanj ang masa j abatan
pel-rjabat Waii Nagari Kamba.g Timur Kecarnatan Lengayang;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ay_at (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa cialam hal terjadi

kbkosongan laUaian wali Nagari dalam 
. 
penyelengg"ll-"1

pemilihan wali Nagari serentak, Bupati menunjuk Penjabat wali
Nagari yang berafal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa berdasarkan surat camat Lengayang Kabupaten Pesisir

selatan Nomor: 1351593/Pem-2A2A tanggal 07 Februafi 2O2O

perihal usulan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat waii
iltagari Kambang Timur keca.matan Lengayang, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Kep-utusan

Bupati Pesisir selatan tentang Perpanjangan Masa Jabatan

renlauat wali Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;

undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otononi Kabupaten Daiam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 25) Ji; Undang-undang Drt. Nomor 2l Tahun 1957

1r..*uur"n Negara Republik lndonesia Tahun L957 Nomor 77\ Jo

Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

n"pt,Uiit Indoiresia Tahun 1958 Nomor 108' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indpnesia Nomor 16a3);

undang-undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa (Lembaran

Negara Repubilk Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 7' Tambahan

Le,mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

d.

2.



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang Pemerint4"'
Daerah (Lembian Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 2'44, Tambahan- Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 558i), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan undang-undang Nomor I Tahun 2015 tentang
perubahan Kedul Atas Undang*Undang Nomor 23 Tahun 2ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indoneiia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679\;

4. Und.ang-Und.ang Nomor 30 Tahun 2ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan lrc*b...., Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2g2, Tambahan Lembaran Negara Republik
In'c1on'esia Nomor 560 i ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraiuran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ai,4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2}lg lVomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 632L\;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahurl 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O

Tahun 20lttentang Perubahair Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan PrcCuk

Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari; 

,g, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2OL6 tentang
Pedoman fiknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir

Selatln Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman

teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

11. Peraturar:, Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2Al7 tentang
Badan PerrnusYawaratan Nagari;

,,,,,
: 

IV,EMUTUSKAN :

Mengesahkan PeSpanjangan Masa Jabatan saudara Yenita Herda

Nip.lOO+0610 190303 2 OO4 sebagai Penjabat Wali Nagari Kambang

rimur Kecamatan,::*:1-g_Tl:51:"" Pesisir Selatan, dengan

Menetapkan

KESATU



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Penjabat waii Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

mempunyai tugal pokok Jan fungsi memfasilitasi Pemilihan Wali

N"g"ii aefinltiftisamping trgr.-trgas Umum Pemerintahan *u*tri'. , , 
r

: penjabat wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

oerhd:k memperoieh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kambang

firiir sesuai dengan peraturan,Perundang-undangan yang berlaku'

: Penjabat Wali Nagari
Maret 2020

telah melaksandkan tugas sejak tanggal 12

Juni 2020

SELATAN,

ONI

ili

Ditetapkan di Painan

w


